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urang dari setahun,

Pemilu 2024 akan

digelar Rabu, 14

Februari 2024. Pada
tanggal itu, umat Kristen akan
melakukan ibadah Rabu Abu
yang menandai perjalanan iman
empat puluh hari masa sengsara
Yesus Kristus sebelum perayaan
hari Jumat Agung dan Paskah.
Dalam ibadah itu, pastor atau
pendeta memberikan tanda salib
pada dahi dari setiap umat sebagai
peringatan kefanaan manusia.
Manusia berasal dari debu dan
kembali kepada debu. Tahun ini,
Paskah dilakukan bersamaan
dengan pelaksanaan bulan suci
Ramadan.

Ada beberapa prediksi yang
telah beredar dalam masyarakat
tentang akan terjadi kekacauan
apabila Pemilu 2024 tidak bisa
dilakukan. Putusan PN Jakarta
Pusat mengabulkan seluruh gugatan
yang diajukan Partai Rakyat Adil
dan Makmur (Prima) kepada
Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Salah satu yang dikabulkan adalah

tuntutan menunda pelaksanaan
Pemilu 2024. Pakar hukum tata
negara Yusril Thza Mahendra
menyebut akan terjadi krisis
konstitusional terkait dengan
masa jabatan pejabat publik yang
diisi melalui pemilu. Misalnya
masa jabatan presiden,/wakil dan
kabinetnya yang akan selesai
pada 20 Oktober 2024

Sebagai seorang Kristiani,
mengakhiri masa sengsara
di mana umat Kristen juga
berpuasa di minggu suci,
saya ingin merefleksikan
bagaimana umat Kristen
semua bisa terhindar dasi
malapetaka itu yang harus
dihadapi bukan sebagai takdir.

Kami umat Kristen semua
sebagai rakyat Indonesia
harus menghadapinya,
bukan hanya masyarak:
muslim yang nasionalis
dan muslim yang
Islamiah  sebagai
pendukung partai-
partai berbasis syariah
Islam.

Umat nonmuslim
pun berperan dalam
menjaga pelaksanagn
Pemilu 2024. Menurut
saya, selain pentingnya
dasar hukum dalam
memastikan Pemilu
2024 adalah dengan
mengerti bahwa syariah
Islam sebagai cita-cita dalam
berpolitik di Indonesia sudah
dilakukan untuk melindungi
hak-hak beragama umat muslim
maupun nonmuslim.

Ketakutan yang beredar baik
di kalangan muslim maupun

nonmuslim, Indonesia akan
berubah menjadi negara Islam
apabila partai-partai Islamiah
menang pemilu.

R.EElson menulis
tentang Another
Look at the
Jakarta
Charter

Controversy of 1945,
menyebutkan bahwa Muhammad
Hatta ketika memfasilitasi
kepentingan umat Kristen dalam
perumusan ayat pertama dari
Pancasila mengatakan bahwa

syariah Islam terutama untuk
memastikan bahwa hak-hak
kesetaraan dari warga negara
muslim secara gender
maupun nonmuslim
terwakili. Kesetaraan

itu bukan karena

mereka minoritas

sehingga mesti
dilindungi oleh

Warga mayoritas.

Jadi  warga
nonmuslim

dalam konsep

dzimmi”
Pemikiran hukum
Muhammad Hatta
bisa dilihat dalam
persiapan Indonesia
menjadi pusat industri

halal dunia

Koperasi Griya Jati Rasa

\J @ beranggota pelaku UMKM

konstitusi negara harus
mengakomodasikan hak-
hak seluruh warga ncgm

\Ar
hukum negara. Baru sesudah
gerakan reformasi, pandangan
hukum dari Muhammad Hatta
terpenuhi. Di bawah naungan
dari UUD 1945 dan perundangan
otonomi daerah, setiap daerah
bisa menetapkan peraturan daerah
yang berbasis syariah Islam.
Evaluasi 20 tahun gerakan
reformasi, ada perubahan dalam
pandangan tentang penerapan

yang saya fasilitasi di

\'r:gmkar\a terdiri dari
nonmuslim pun diberikan
kesempatan untuk terlibat
dalam menyediakan produk-
produk yang dikonsumsikan
oleh uama rnushm

muslimah  ter jadi
penyelia halal daldn' memastikan
kemurnian produk halal dari
seorang pelaku usaha nonmuslim

Upaya umat Muslim Indonesia
untuk menjalankan syariah Islam
tidak berbeda dengan umat-umat
lain yang juga dibimbing dalam
ajaran agama mewujudkan
keselamatan kepada sesama
dan alam semesta. Dukungan
umat nonmuslim untuk Indonesia

menjadi pusat industri halal harus
disebarkan ke luar Indonesia

Karena pandangan politik dunia
yang masih membangun prasangka
dan struktur ekonomi yang tidak
adil diarahkan kepada negara
berekonomi syariah Islam.

Kebijakan industri halal ini
mestinya juga memberikan
inspirasi bagi penerapan nilai
syariah Islam dalam produk hukum
lainnya yang diproduksi oleh
pemerintah maupun legislator.

Sebelum pandemi Covid-19,
Universitas Gadjah Mada Press
menerbitkan buku yang sangat
penting dalam sejarah umat muslim
dunia sesudah nabi Muhammad
SAW wafat. Buku yang aslinya
diterbitkan dalam bahasa Arab
dan Inggris ini diterjemahkan dan
diperluaskan dengan melibatkan
pemikir muslim dan Kristen di
Indonesia untuk menulis bersama
dalam buku yang disebut Kata
Bersama: antara muslim dan
Kristen.

Buku yang aslinya adalah
undangan 138 tokoh muslim
dunia menanggapi pidato
dari Paus Benediktus XVI di
Regenshurg 13 Q« ember 2006

langa
syariah Islar i wmm tokoh
bangsa, bahwa ajaran Islam dan
Kristen adalah kasih kepada Allah
dan kepada sesama. Ajaran ini
memungkinkan umat muslim
dan kristiani dipanggil untuk
memikirkan tentang pandangan
umat lain di Indonesia yang secara
bersama-sama berkomitmen untuk
mengasihi Tuhan dan sesama
dalam membangun bangsa dan
negara.

*This article was published in Harian Jogja on April 10, 2023, in the Opinion column on Page 4,
and can be read online at the following news website Harianjogja.com

In less than a year, the 2024 elections will be held on February 14, 2024, Wednesday. On that date,
Christians will observe Ash Wednesday services which mark the forty-day journey of faith during
the passion of Jesus Christ before the celebration of Good Friday and Easter. In that service, the
priest or pastor places a cross on the forehead of each parishioner as a reminder of human mortality.
Humankind comes from dust and returns to dust. This year, Easter is held in conjunction with the
implementation of the holy month of Ramadan.

Several predictions have been circulating in society about chaos if the 2024 elections cannot be
held. The decision of the Central Jakarta District Court granted all the lawsuits submitted by the
Just and Prosperous People’s Party (Prima) to the General Elections Commission (KPU). One of
those that was granted was a demand to postpone the holding of the 2024 elections. Constitutional
law expert Yusril Ihza Mahendra said that there would be a constitutional crisis related to the tenure
of public officials filled through elections. For example, the term of office for the president/deputy
and his cabinet will end on October 20, 2024.

As a Christian, ending the tribulation period in which Christians also fast on the holy week, I want
to reflect on how we can all avoid this catastrophe which must be faced not as destiny. All of us as


https://opini.harianjogja.com/read/2023/04/10/543/1131705/opini-puasa-dan-syariah-islam-di-indonesia

the people of Indonesia have to face it, not only the Muslim community who are nationalists and
Muslims who are Islamic as supporters of parties based on Islamic sharia. Non-Muslims also play
a role in safeguarding the implementation of the 2024 elections. In my opinion, apart from the
importance of the legal basis in ensuring the 2024 elections, understanding that Islamic sharia as
an ideal in politics in Indonesia has been implemented to protect the religious rights of Muslims
and non-Muslims alike.

There is a fear circulating among both Muslims and non-Muslims that Indonesia will turn into an
Islamic state if Islamic parties win the elections.

R.E Elson wrote about Another Look at the Jakarta Charter Controversy of 1945, stating that
Muhammad Hatta when facilitating the interests of Christians in the formulation of the first
paragraph of Pancasila said that the state constitution must accommodate the rights of all citizens.
The application of Islamic sharia can be carried out in derivative state laws.

It was only after the reform movement that the legal views of Muhammad Hatta were fulfilled.
Under the auspices of the 1945 Constitution and regional autonomy legislation, each region can
establish local regulations based on Islamic sharia.

Evaluation of the 20 years of the reform movement, there has been a change in views on the
application of Islamic sharia, especially to ensure that the equal rights of Muslim and non-Muslim
citizens are represented. Equality is not because they are a minority so they must be protected by
the majority citizens. So non-Muslim citizens in the concept of Indonesian state administration are
not “dhimmi”.

Muhammad Hatta’s legal thoughts can be seen in Indonesia’s preparation to become the center of
the world’s “halal” industry. The Griya Jati Rasa Cooperative known in English as the Co-op of
House of Authentic Sense (HAS), which has members from MSME actors that I facilitated in
Yogyakarta, consisting of non-Muslims, is also allowed to be involved in providing products that
are consumed by Muslims. Even Muslims and Muslim women are involved as halal supervisors
in ensuring the purity of halal products from non-Muslim business actors.

The efforts of Indonesian Muslims to implement Islamic sharia are no different from other
adherents who are also guided by religious teachings in realizing safety for others and the universe.
The support of non-Muslims for Indonesia to become the center of the halal industry must be
spread outside Indonesia. Because the world’s political views that still build prejudice and unfair
economic structures are directed at countries with an Islamic Sharia economy.

This “halal” industry policy should also inspire the application of Islamic Sharia values in other
legal products produced by the government and legislators. Before the covid-19 pandemic, Gadjah
Mada Press University published a very important book on the history of the world’s Muslims
after the death of the prophet Muhammad SAW. The book which was originally published in
Arabic and English was translated and expanded by involving Muslim and Christian thinkers in
Indonesia to write together in a book called Words Together between Muslims and Christians. The
book, which was originally an invitation from 138 world Muslim leaders to respond to a speech
by Pope Benedict XVI in Regensburg, on September 13, 2006, can strengthen the views of Islamic



sharia from national leaders, that the teachings of Islam and Christianity are love for God and
others. This teaching enables Muslims and Christians to think about the views of other people in
Indonesia who are jointly committed to loving God and others in building the nation and state.

*The author is an anthropologist, theologian, and grassroots activist living in Yogyakarta.



